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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan mengikatnya dari perjanjian pinjam 
meminjam uang yang dilakukan secara non kontraktual dengan jaminan fidusia dan untuk 
mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjam 
meminjam uang secara non kontraktual dengan jaminan fidusia di Desa Perintis, Kec. VII 
Koto Ilir, Kab. Tebo, Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris 
dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil 
wawancara dan data sekunder yaitu data hukum primer dan sekunder. Metode 
pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara kemudian dianalisis secara 
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perjanjian pinjam meminjam dengan cara lisan 
(non kontraktual) diperbolehkan menurut  peraturan perundang-undangan, sebagaimana 
yang telah diatur dalam Pasal 1338 jo 1320 KUHPerdata. Perlindungan hukum terhadap 
para pihak yang melakukan perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan (non 
kontraktual) dilakukan dengan melakukan beberapa  penilaian yaitu penilaian terhadap 
watak, penilaian terhadap kemampuan dalam mengelola usaha yang akan dijalankan, 
penilaian terhadap modal, penilaian terhadap agunan, tanpa menggunakan jaminan secara 
khusus baik berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak maka hanya bisa 
mengandalkan jaminan yang bersifat umum seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1131 dan 
1132 KUHPerdata, apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi diselesaikan dengan 
jalan negosiasi secara kekeluargaan. 
 
Kata kunci: perlindungan hukum, pinjam meminjam uang, jaminan fidusia 
 
ABSTRACT 
This study aims to determine the binding force of a treaty borrowing money which is 
done with the non-contractual fiduciary guarantee and to determine the legal protection 
for the parties involved in the agreement are lending money to the non-contractual 
fiduciary in Desa Perintis, Kec. VII Koto Ilir, Kab. Tebo, Jambi. The method used is 
empirical juridical with descriptive research. The data source consists of primary data, 
interviews and secondary data is data of primary and secondary law. Data were collected 
by literature study and interviews and then analyzed qualitatively. The results showed 
borrowing agreements by way of verbal (non-contractual) allowed under the legislation, 
as set out in Article 1338 of the Civil Code 1320 jo. Legal protection against the parties to 
the agreement to borrow to borrow money verbal (non-contractual) carried by several 
ratings are an assessment of the character, an assessment of the ability to manage the 
business to be run, an assessment of the capital, an assessment of the collateral, without 
the use of collateral in particular either in the form of chattels or immovable then it can 
only rely on the guarantee of a general nature as described in Article 1131 and 1132 of 
the Civil Code, where one party is in default were solved amicably negotiations. 
 




Perjanjian atau Overeenkomst adalah suatu peristiwa di mana seorang 
berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk 
melakukan suatu hal.
1
 Pengertian perjanjian juga diatur dalam pasal 1313 
KUHPerdata yang berbunyi “Perjanjian adalah suatu perbutan dengan mana 
satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. 
Lahirnya Suatu perjanjian itu sebenarnya tidak dipersyaratkan harus dibuat secara 
tertulis (kontrak) atau secara lisan (verbal), asalkan tidak bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum akan tetapi juga harus 
didasarkan pada asas kekeluargaan, kepercayaan, kerukunan dan kemanusiaan.
2
 
Sedangkan menurut R. Subekti bahwa perjanjian itu berupa suatu rangkaian 
perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan dan 
dituangkan dalam bentuk tertulis (kontrak).
3
 
Suatu kontrak atau perjanjian dibuat harus memenuhi syarat sahnya 
perjanjian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan 
dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian 
menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. 
Pembuatan perjanjian secara tertulis (kontrak) diperlukan untuk memberikan 
kepastian hukum bagi para pihak.
4
 Sehingga apabila terjadi perselisihan, maka 
para pihak yang berkepentingan dapat mengajukan perjanjian yang telah dibuat 
sebagai dasar hukum atau alat bukti untuk menuntut pihak yang telah merugikan. 
Berbeda halnya dengan teori yang dikemukakan oleh Stewart Macaulay, 
bahwa suatu kontrak sering dianggap tidak perlu bahkan diabaikan dalam hal 
transaksi bisnis sekalipun, penggunaan kontrak dianggap memiliki konsekuensi 
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2
 M. Yahya Harahap, 1986, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: PT. Alumni, hal.4. 
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hukum yang tidak diinginkan karena ada banyak cara efektif lainnya yaitu dengan 
cara saling menjaga dan menghormati komitmen atau janji-janji diantara satu 
sama lain jika sudah terjadi kesepakatan.
5
  
Perjanjian-perjanjian sekarang juga banyak yang sengaja dituangkan 
dalam bentuk tulisan (kontrak) salah satunya adalah perjanjian pinjam meminjam 
uang. Pinjam meminjam (pakai habis) itu sendiri diatur dalam Pasal 1754 sampai 
dengan Pasal 1762 KUHPerdata. Dalam hal perjanjian pinjam meminjam uang, 
maka orang yang menerima pinjaman menjadi pemilik mutlak barang pinjaman 
itu dan bila barang itu musnah maka yang bertanggung jawab adalah peminjam itu 
sendiri.
6
 Sehingga untuk mendapatkan suatu pinjaman uang tentu ada syaratnya, 
salah satu syaratnya adalah dengan memberikan jaminan baik itu jaminan barang 
bergerak maupun barang tidak bergerak.  
Jaminan secara umum telah diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata. Dengan 
demikian, maka semua harta kekayaan milik debitur secara otomatis telah menjadi 
jaminan manakala orang tersebut melakukan perjanjian pinjam meminjam 
meskipun tidak dinyatakan secara tegas sebagai jaminan dalam pembuatan 
perjanjian dan jaminan secara khusus diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdata. 
Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di 
Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia. Fidusia yang berarti penyerahan hak 
milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap 
menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk 
sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik.
7
 Berdasarkan Undang-undang 
Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1. 
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Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, 
menyebutkan, memberikan batasan dan pengertian fidusia sebagai pengalihan hak 
kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda 
yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda 
(pemberi fidusia). Sejalan dengan cerminan kehidupan era modern seperti 
sekarang ini, dimana perkembangan ekonomi yang semakin maju banyak 
lembaga-lembaga resmi, baik itu lembaga perbankan maupun lembaga non 
perbankan atau lembaga resmi lainnya yang menawarkan pinjaman uang dengan 
berbagai macam bentuk perjanjian pinjaman modal bagi masyarakat yang 
membutuhkan modal dalam usaha dengan persyaratan-persyaratan, bunga, serta 
cicilan yang ringan dan dapat dijangkau oleh masyarakat. 
Meskipun demikian, berbeda halnya dengan masyarakat yang tinggal di  
Desa Perintis, Kec. VII Koto Ilir, Kab tebo, Jambi ini lebih memilih meminjam 
uang kepada orang perorangan yang disebut sebagai bos getah, atau yang pada 
umumnya dikenal dengan sebutan “bank Plecit”, untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari dengan besar jumlah pinjaman yang beragam dan tidak ada batasnya.  
Sistem pinjaman uang dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak, 
tidak menggunakan kontrak secara tertulis (hitam diatas putih) melainkan hanya 
menggunakan kwitansi saja. Obyek atau barang yang dijadikan jaminan 
disesuaikan dengan nilai atau jumlah pinjamannya. Perjanjian tersebut hanya 
didasari rasa kekeluargaan, kemanusiaan dan kepercayaan diantara kedua belah 
pihak. Meskipun dalam perjanjian tersebut diberikan kemudahan-kemudahan dan 
tidak adanya bunga dalam pinjaman uang, tidak jarang juga debitur tidak dapat 
memenuhi tanggung jawabnya untuk melunasi semua pinjamannya kepada 
kreditur. Sehingga dengan adanya problematika yang terjadi di masyarakat 
tersebut sistem perjanjian yang dilaksanakan memiliki kelemahan yaitu perjanjian 
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pinjam meminjam secara non kontraktual atau (verbal) lisan tidak memberikan 
jaminan kepastian hukum bagi para pihak apabila salah satu pihak terutama 
debitur melakukan wanprestasi, karena tidak adanya bukti secara tertulis.  
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengadakan penelitian dengan 
tujuan untuk menjelaskan kekuatan mengikatnya dari perjanjian pinjam 
meminjam uang yang dilakukan secara non kontraktual dengan jaminan fidusia 
dan untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam 
perjanjian pinjam meminjam uang secara non kontraktual dengan jaminan fidusia 
di Desa Perintis, Kec. VII Koto Ilir, Kab. Tebo, Jambi. 
 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris 
dengan sifat penelitian deskriptif. Sumber data meliputi data primer yaitu 
wawancara dan data sekunder meliputi sumber hukum primer dan sekunder. 
Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Teknik 
analisis data menggunakan analisis kualitatif. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Kekuatan Mengikatnya Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Non 
Kontraktual dengan Jaminan Fidusia di Desa Perintis, Kec. VII Koto Ilir, 
Kab. Tebo, Jambi  
Perjanjian pinjam meminjam uang di Desa Perintis, Kec. VII Koto Ilir, 
Kab. Tebo, Jambi dalam sistem pelaksanaannya masih sangat sederhana dengan 
menggunakan adat istiadat atau kebiasaan-kebiasaan yang masih ada dan hidup di 
dalam masyarakat yang dijadikan sebagai dasar transaksi pinjam meminjam. 
Perjanjian tersebut dilakukan setelah adanya kesepakatan antara pihak pemberi 
pinjaman  dengan pihak peminjam untuk saling mengikatkan dirinya sehingga 
adanya akibat hukum, yaitu hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. 
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Sebelumnya masyarakat sendiri lah yang datang langsung  untuk meminjam uang 
kepada “bos getah” dengan berbagai keperluan seperti untuk kebutuhan sehari-
hari, kebutuhan biaya anak sekolah atau bahkan untuk tambahan modal usaha 
rumahan “warung”. Selain itu, tidak jarang juga para “bos getah” dengan 
gencarnya bersaing  untuk menawarkan pinjaman uangnya kepada masyarakat, 
hal itu terjadi dikarenakan adanya persaingan usaha diantara para “bos getah” di 
Desa Perintis, Kec. VII Koto Ilir, Kab. Tebo, Jambi. Sedangkan modal yang 
diperoleh “bos getah” yang digunakan untuk meminjamkan uang kepada 
masyarakat berasal dari pinjaman ke bank, dengan demikian setiap bulannya bos 
getah mempunyai kewajiban untuk membayar cicilan nya dan hasil getah yang 
diambil dari masyarakat harus disetorkan ke pabrik yang dikelola oleh pihak luar 
“Toke Cina”.8 
Perjanjian pinjam meminjam uang di sini dilakukan secara lisan, 
perjanjian tersebut dilakukan atas dasar rasa kepercayaan di antara kedua belah 
pihak. Perjanjian tersebut dilakukan hanya menggunakan kwitansi saja dan dicatat 
dalam buku induk pinjaman yang dimiliki oleh bos getah, didalam buku tersebut, 
tertera identitas peminjam, besar jumlah pinjaman beserta tanggal pinjaman, serta 
besar cicilan setiap minggunya beserta tanggal pembayarannya.  Para pihak 
beranggapan bahwa perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan secara lisan 
lebih mudah dibandingkan dengan perjanjian yang dilakukan secara tertulis 
karena perjanjian tersebut bisa dilakukan hanya dengan sebuah pernyataan  secara 
lisan saja diantara para pihak tanpa perlu bersusah payah harus menulis kontrak 
dan tidak harus berpaku pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9
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9
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 Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis beranggapan bahwa 
perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan secara lisan (non kontraktual) 
yang dilakukan masyarakat di di Desa Perintis, Kec. VII Koto Ilir, Kab. Tebo, 
Jambi apabila dikaitkan dengan teori perjanjian pada umunya seperti yang 
dikemukakan oleh R. Subekti bahwa Perjanjian atau kontrak adalah suatu 
peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu 
saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sesuai dengan perjanjian yang 
dilakukan oleh masyarakat di Desa Perintis, Kec. VII Koto Ilir, Kab. Tebo, Jambi 
dimana pelaksanaan perjanjian dilakukan setelah adanya kesepakatan antara 
pemberi pinjaman “bos getah” dengan peminjam “masyarakat” untuk saling 
mengikatkan dirinya sehingga adanya akibat hukum, yaitu hak dan kewajiban 
diantara kedua belah pihak, dimana hak dari pemberi pinjaman adalah menerima 
uang yang telah dipinjamkan dan kewajibannya adalah memberikan uang 
pinjaman kepada peminjam sedangkan hak dari peminjam adalah menerima uang 
pinjamannya dan kewajibannya adalah mengembalikan uang pinjaman sesuai 
dengan kesepakatan. 
Perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Perintis, Kec. VII Koto 
Ilir, Kab. Tebo, Jambi yaitu antara “bos getah” sebagai pihak pemberi pinjaman 
dengan “masyarakat” sebagai pihak peminjam uang, kedua belah pihak telah 
cakap menurut hukum, hal ini juga sesuai dengan sayarat subjektif perjanjian yang 
kedua sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu “Cakap 
untuk membuat suatu perjanjian”. Pada asasnya orang yang sudah dewasa dan 
sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 KUHPerdata, 
disebutkan bahwa pihak-pihak yang tidak cakap menurut hukum adalah:  
(1) Orang-orang yang belum dewasa; (2) Mereka yang di bawah pengampuan. 
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Perjanjian ini merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara “bos 
getah” sebagai pihak pemberi pinjaman dengan “masyarakat” sebagai pihak 
peminjam uang di Desa Perintis, Kec. VII Koto Ilir, Kab. Tebo, Jambi. Hal ini 
sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 
KUHPerdata yaitu syarat objektif yang pertama “Mengenai suatu hal tertentu”. 
Dalam perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Perintis, Kec. VII Koto 
Ilir, Kab. Tebo, Jambi disini adalah adanya perjanjian terkait hal tertentu, yaitu 
perjanjian  pinjam meminjam uang.  
Perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh masyarakat di 
Desa Perintis, Kec. VII Koto Ilir, Kab. Tebo, Jambi adalah perjanjian yang baik, 
tidak ada unsur negatif  tentang pelanggaran terhadap undang-undang, kesusilaan 
maupun bertentangan dengan kepentingan umum seperti melakukan perjanjian 
dan pelaksanaannya.   Hal ini sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang 
terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu syarat objektif yang kedua “Suatu 
sebab yang halal”. 
Perjanjian pinjam meminjam uang yang dibuat secara lisan (non 
kontraktual) diperbolehkan, karena tidak ada peraturan yang mengatur secara 
khusus tentang boleh atau tidak nya suatu perjanjian dibuat secara lisan atau 
secara tertulis. Seperti halnya pada Pasal 1320 KUHPerdata yang berisi tentang 
syarat sahnya suatu perjanjian, didalam pasal tersebut juga tidak ada satu pun 
syarat didalamnya yang mengharuskan bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara 
tertulis atau kontrak. Suatu perjanjian yang dibuat secara lisan juga dapat 
mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya serta tidak 
menghilangkan segala hak dan kewajiban dari para pihak yang telah sepakat. Hal 
tersebut juga sesuai dengan “Asas Pacta Sunservanda” yang meyebutkan bahwa 
asas yang memberlakukan setiap perjanjian yang dibuat secara sah 
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berkonsekuensi yuridis dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang 
membuatnya. (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata). 
Perjanjian yang dibuat secara lisan tetap sah dan mengikat bagi kedua 
belah pihak apabila dilandasi dengan adanya kesepakatan diantara kedua belah 
pihak dan dilandasi dengan itikad yang baik. Hal ini sesuai dengan asas hukum 
dalam suatu perjanjian “Asas Konsensualitas”, yaitu asas yang memberlakukan 
bahwa suatu perjanjian itu terjadi jika sudah ada kesepakatan. Hal ini dapat dilihat 
dari syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Selain 
asas yang disebutkan sebelumnya juga sesuai dengan “Asas Itikad Baik”, yaitu 
asas yang dalam pemberlakuannya adalah didalam membuat suatu perjanjian 
haruslah didasari dengan kejujuran diantara para pihak yang terkait dan perjanjian 
dibuat tidak boleh bertentengan dengan norma-norma yang berlaku didalam 
masyarakat (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata). 
Suatu perjanjian pinjam meminjam uang antara “bos getah” dengan 
masyarakat di Desa Perintis, Kec. VII Koto Ilir, Kab. Tebo, Jambi,  yang dibuat 
secara lisan terjadi karena adanya rasa saling percaya diantara para pihak yang 
membuatnya. Hal tersebut juga sesuai dengan salah satu asas hukum dalam suatu 
perjanjian yaitu “Asas Kepercayaan”, yaitu asas  di mana suatu perjanjian 
dilakukan atas dasar saling percaya diantara kedua belah pihak yang bersepakat 
untuk saling mengikatkan dirinya. Asas kepercayaan disini merupakan asas yang 
sangat penting dalam membuat suatu perjanjian baik itu dibuat dalam bentuk 
tertulis (kontrak) atau secara lisan, karena kepercayaan dapat menimbulkan 
keyakinan bagi para pihak bahwa perjanjian tersebut akan dilaksanakan oleh para 
pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, para pihak terlebih dahulu harus 
menumbuhkan kepercayaan di antara mereka, bahwa satu sama lain akan 
memenuhi janji yang disepakati atau melaksanakan prestasinya di kemudian hari.  
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Kelemahan dari perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan secara 
lisan adalah apabila pihak peminjam melakukan wanprestasi dan menyangkal 
bahwa tidak pernah adanya perjanjian, maka pihak pemberi pinjaman akan 
mengalami kesulitan untuk membuktikan adanya perjanjian pinjam meminjam 
uang dengan resiko uangnya akan hilang. Perjanjian pinjam meminjam uang 
tersebut dapat juga dilakukan secara tertulis (kontrak).  
 
Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam 
Uang Secara Non Kontraktual dengan Jaminan Fidusia di Desa Perintis, 
Kec. VII Koto Ilir, Kab. Tebo, Jambi 
Apabila pihak peminjam juga tidak kunjung dapat melunasi semua 
pinjamannya, maka pihak pemberi pinjaman “bos getah” berinisiatif untuk 
menyelesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Penyelesaian ini dilakukan 
dengan cara bernegosiasi, dimana para pihak membuat kesepakatan secara ulang, 
yang berisi penambahan jangka waktu pelunasan pinjaman uang dari si peminjam. 
Akan tetapi setelah dilakukan proses negosiasi dan ternyata  di kemudian hari si 
peminjam memang menyepelakan atau menganggap remeh dan tidak mau 
membayar semua pinjamannya, maka pihak pemberi pinjaman “bos getah” akan 
mengambil tindakan berupa barang yang dijaminkan tersebut tidak akan 
dikembalikan, sehingga si peminjam tidak bisa melarikan diri dari tanggung 
jawabnya untuk melunasi semua pinjamannya.
10
  
Hal tersebut sesuai dengan “asas tidak boleh main hakim sendiri”, yaitu 
asas yang memberlakukan bahwa dalam menangani berbagai masalah dalam 
perjanjian, tidak boleh dengan main hakim sendiri. Oleh karena itu, dalam kondisi 
dimana pihak yang melakukan wanprestasi harus dapat dipaksa untuk segera 
memenuhi prestasinya. Akan tetapi pemaksaan tersebut bukan dalam arti kata 
secara fisik atau kekerasan melainkan pemaksaan dengan menggunakan proses 
                                                          
10
 Sri Mujiati, Peminjam Uang di Desa Perintis, Kec. VII Koto Ilir, Kab. Tebo, Jambi, Wawancara 
Pribadi, Jambi, 19 Januari 2016, Pukul 14.00 WIB. 
11 
 
hukum yang legal dan dengan cara baik-baik. Penanganan perjanjian pinjam 
meminjam uang antara “bos getah” sebagai pemberi pinjaman dengan pihak 
peminjam uang yang bermasalah di Desa Perintis, Kec. VII Koto Ilir, Kab. Tebo, 
Jambi, sesuai dengan langkah-langkah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1381 
KUHPerdata yang mengatur tentang cara hapusnya perikatan, yaitu dengan cara 
pembayaran (lunas), ini adalah pemenuhan prestasi si peminjam baik pembayaran 
utang pokok, bunga, denda maupun biaya-biaya lain yang wajib dibayar lunas 
oleh debitur. Jika dengan cara pembayaran tidak bisa dilakukan, hal ini juga 
sesuai dengan cara subrogasi (Subrogatie) yang diatur dalam Pasal 1382 
KUHPerdata dimana pembayaran pinjaman (pelunasan) dilakukan oleh pihak 
ketiga kepada pihak si pemberi pinjaman “bos getah”. 
Apabila dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan tersebut 
terjadi wanprestasi maka pada waktu di persidangan akan mengalami kesulitan 
untuk membuktikannya bahwa telah terjadi perjanjian pinjam meminjam uang. 
Oleh sebab itu, dalam hal perkara perdata telah memberikan perlindungan hukum 
bagi pihak yang  merasa dirugikan akibat dari adanya wanprestasi yaitu dalam hal 
pembuktian.  
Mengenai hal proses pembuktian dalam perkara perdata, lazimnya alat 
bukti yang digunakan oleh pihak yang mendalilkan sesuatu adalah alat bukti surat 
(Pasal 163 HIR). Hal ini karena dalam suatu hubungan keperdataan, suatu surat 
atau akta memang sengaja dibuat dengan maksud untuk memindahkan proses 
pembuktian, apabila di kemudian hari terdapat sengketa perdata antara pihak-
pihak yang terkait yaitu seperti halnya dalam perjanjian pinjam meminjam uang 
secara lisan. Alat bukti yang bisa diajukan selain dari alat bukti surat (Pasal 1866 
KUHPerdata dan Pasal 164 HIR) dapat diterapkan, maka dari itu jika seorang 
pihak penggugat ingin mendalilkan mengenai adanya suatu perjanjian pinjam 
meminjam secara lisan ke Pengadilan, maka penggugat harus dapat mengajukan 
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alat bukti saksi yang dapat menerangkan adanya perjanjian pinjam meminjam 
uang secara lisan tersebut. 
Dalam hal seseorang penggugat mengajukan saksi untuk menguatkan dalil 
mengenai adanya suatu perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan, maka 
dikenal prinsip Unus Testis Nullus Testis, yang ditegaskan dalam Pasal 1905 
KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “Keterangan seorang saksi saja, tanpa 
suatu alat bukti lain, di muka Pengadilan tidak boleh dipercaya”. Artinya bahwa 
seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan suatu peristiwa atau 
perjanjian, karena terdapat batas minimal pembuktian dalam mengajukan alat 
bukti saksi, yaitu paling sedikit dua orang saksi, atau satu orang saksi disertai 
dengan alat bukti lain, misalnya adanya pengakuan dari pihak lawan yang 
membuat perjanjian tersebut (Pasal 176 HIR) atau dalam hal adanya persangkaan 
(Pasal 173 HIR) misalnya sudah ada sebagian pinjaman yang dicicil kepada pihak 
penggugat tersebut. 
Sedangkan penyelesaian sengketa yang dilakukan antara pihak pemberi 
pinjaman “bos getah” maupun masyarakat sebagai pihak peminjam yang 
melakukan wanprestasi tidak sesuai dengan teori penyelesaian yang seharusnya 
yaitu melalui lembaga hukum yang resmi seperti melalui badan peradilan, 
arbitrase serta badan alternatif penyelesaian sengketa. Melainkan hanya 
menggunakan cara negosiasi secara kekeluargaan diantara para pihak, sehingga 
para pihak yang melakukan perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan 
antara “bos getah” sebagai pemberi pinjaman dengan pihak peminjam uang yang 
bermasalah di Desa Perintis, Kec. VII Koto Ilir, Kab. Tebo, Jambi tidak 
mendapatkan jaminan perlindungan hukum.
11
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Menurut pendapat penulis penyelesaian masalah pinjam meminjam uang 
terhadap si peminjam yang wanprestasi harus dilakukan dengan cara yang lebih 
luas lagi yaitu apabila dengan jalan negosiasi tidak berhasil atau pemberian 
somasi tidak berhasil, maka jalan selanjutnya dilakukan dengan mediasi dimana 
dalam mediasi ini harus dihadirkan pihak ketiga sebagai mediator yang berasal 
dari orang-orang ahli dalam bidang perjanjian pinjam meminjam uang. Apabila 
mediasi juga tidak membuahkan hasil, maka harus diselesaikan lewat pengadilan. 
Langkah tersebut diperlukan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan 
keadilan bagi para pihak yang bersengketa, dan disini para pihak juga 
mendapatkan perlindungan hukum yang berkaitan dengan hak dari masing-masing 
pihak yang bersengketa, sehingga para pihak tidak merasa ada yang dirugikan.  
Minimnya kepercayaan yang diberikan bank kepada masyarakat kecil dan 
begitu juga sebaliknya masyarakat yang beranggapan bahwa meminjam uang di 
bank itu tidak mudah, banyak persyaratan yang diajukan serta adanya bunga 
pinjaman. Sehingga mengakibatkan sebagian dari masyarkat meminjam uang ke 
perorangan dengan alasan lebih mudah dan tidak ribet. Anggapan masayarakat 
yang salah ini justru membuat semakin berkembangnya praktek usaha-usaha yang 
ilegal dengan modus meminjamkan uangnya untuk memperoleh keuntungan 
tertentu. 
Salah satunya seperti praktek pinjam meminjam uang yang dilakukan 
masyarakat kepada “bos getah” karena kemudahan-kemudahan yang ditawarkan. 
Memang benar dalam hal ini “bos getah” selaku pihak pemberi pinjaman seolah-
olah memiliki niat untuk membantu karena rasa kemanusiaan  yang meminjamkan 
uangnya kepada masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan anak sekolah 
bahkan untuk modal usaha rumahan “warung”. Namun pada kenyataannya sama 
saja “bos getah” tersebut menjadikan pinjaman uang tersebut tidak kunjung lunas 
agar masyarakat yang meminjam uang mau tidak mau harus menyetorkan hasil 
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getah kepada ia meskipun dengan resiko harga yang diberikan relatif lebih murah 
dibandingkan dengan “bos getah” yang lainnya. Hal itu terjadi juga karena adanya 




Pertama, perjanjian pinjam meminjam uang antara “bos getah” dengan 
masyarakat di Desa Perintis, Kec. VII Koto Ilir, Kab. Tebo, Jambi, yang 
dilakukan dengan cara lisan (non kontraktual) diperbolehkan menurut  peraturan 
perundang-undangan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1338 jo 1320 
KUHPerdata. Di dalam pasal tersebut tidak ada satu pun yang mengharuskan 
bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis (kontrak). Perjanjian yang 
dibuat dalam bentuk lisan (non kontraktual) juga dapat mengikat secara hukum 
bagi kedua belah pihak yang telah membuatnya dengan dasar rasa saling percaya 
diantara kedua belah pihak yang bersepakat untuk saling mengikatkan dirinya. 
Kedua, dalam hal perlindungan hukum terhadap para pihak yang 
melakukan perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan (non kontraktual) di 
Desa Perintis, Kec. VII Koto Ilir, Kab. Tebo, Jambi, dilakukan dengan melakukan 
beberapa  penilaian yaitu penilaian terhadap watak, penilaian terhadap 
kemampuan dalam mengelola usaha yang akan dijalankan, penilaian terhadap 
modal, penilaian terhadap agunan, tanpa menggunakan jaminan secara khusus 
baik berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak maka hanya bisa 
mengandalkan jaminan yang bersifat umum seperti yang dijelaskan dalam Pasal 
1131 dan 1132 KUHPerdata. Dan apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi 
diselesaikan dengan jalan negosiasi secara kekeluargaan.  
 
Saran 
Pertama, bagi para pihak, hendaknya suatu perjanjian alangkah lebih baik 
dituangkan dalam bentuk tertulis (kontrak) dan ditandantangani oleh para pihak 
15 
 
yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian yang dilakukan. Sehingga 
apabila di kemudian hari salah satu pihak melakukan wanprestasi maka dengan 
mudahnya akta perjanjian tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti 
tertulis di persidangan, dan pihak yang melakukan wanprestasi tidak bisa lagi 
menyangkalnya. Dengan adanya surat perjanjian maka akan dapat 
mengungkapkan peristiwa tentang adanya suatu perjanjian di masa lampau.  
Kedua, pemberi pinjaman, agar dapat memberikan perlindungan dan 
kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian pinjam meminjam 
uang, maka pihak pemberi pinjaman dalam memberikan pinjamannya harus 
bersifat hati-hati dengan penuh pertimbangan. Apabila salah satu pihak yaitu 
pihak peminjam melakukan wanprestasi alangkah lebih baik diselesaikan dengan 
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